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MOTTO 
ٍْْ َع ْ جَز اَجِت ٌَْ ىَُكت ٌْْ َأ َِْلّإ ِْمِط اَثْن اِت ْْىُكَُ َْيت ْْىَُكن اَىَْيأ اُىهُك ْْ َأت َْلّ اُى َيآ 
ٍَْ يِرَنا اَهَُّيأ ْْىُكُْ ِياَي ْ  ضاََست 
  
“Janganlah  kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu”. (Q.S An-Nisa’:29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
خ Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ix 
 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
 
x 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِْـــــ) Kasrah I I 
(   ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
xi 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. ييز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammahْ transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
1. لافطلأاْحضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ححهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اُّتز Rabbanā 
2. لّصَ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
xiii 
 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. ٌورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤُنا An-Nauꞌ 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلّإْدحًيْايو Wa mā Muammadun illā rasūl 
 ٍيًناعناْبزْللهدًحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
xiv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ٍيقشاسناسيخىهنْاللهٌْإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ٌاصيًناوْميكناْاىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Desy Intan Luthvia Sari, 152111272, “Tinjauan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah Terhadap  Pelaksanaan Akad Muzāra’ah (Studi Kasus di 
Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)”. 
Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga 
manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani 
(penggarap) dan pemilik tanah mereka juga merupakan dua golongan yang sulit 
untuk dipisahkan, petani (penggarap) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa 
ada tanah dan pemilik tanah, begitu juga dengan pemilik kebun yang sangat 
membutuhkan tenaga dari petani (penggarap), sehingga terciptanya kerja sama 
antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong 
antara yang satu dengan yang lainya. Tujuan dari penulis ini untuk menjelaskan 
bagaimana praktik akad muzāra’ah di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali dan untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah (KHES) terhadap pelaksanaan akad muzāra’ah di Desa Ketitang 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 
 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) 
karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan 
yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang 
terjadi atau yang ada. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, dokumentasi dan 
observasi. Teknik analisis data dalam pembahasan ini adalah analisis data 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanakan akad 
muzāra’ah yang dilakukan masyarakat di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali dilakukan secara tidak tertulis (lisan). Penggarapannya pun 
tidak diawasi langsung oleh pemilik lahan sehingga tejadi penyimpangan yang 
dilakukan oleh petani penggarap yaitu ingkar janji (wanprestasi) dalam proses 
bagi hasil. Petani penggarap tidak amanah terhadap bagi hasil panen. Sehingga 
pembagian hasil yang diterima pemilik sawah tidak sesuai dengan kesepakatan di 
awal. Maka disimpulkan bahwa pelaksnaan akad muzāra’ah di Desa Ketitang 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali ini tidak sesuai terhadap Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah. 
 
Kata Kunci : Muzāra’ah, Bagi Hasil, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
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ABSTRACT 
 Desy Intan Luthvia Sari, 152111272, "Review of the Law 
Compilation of Islamic Economics on the Implementation of the Muzāra’ah 
Agreement (Case Study in Ketitang Village, Nogosari District, Boyolali 
District)". 
Humans are social beings who need each other so that one person cannot 
be separated from the others. Likewise farmers (cultivators) and their landowners 
are also two groups that are difficult to separate, farmers (cultivators) will find it 
difficult to make a living without land and landowners, as well as garden owners 
who really need labor from farmers (cultivators), so that the creation of 
cooperation between one another and creates a sense of mutual help between one 
another. The purpose of this author is to explain how the practice of the muzāra'ah 
contract in Ketitang Village, Nogosari District, Boyolali Regency and to explain 
the review of Sharia Economic Law Compilation (KHES) for the implementation 
of the muzāra’ah contract in Ketitang Village, Nogosari District, Boyolali 
Regency. 
The type of research used is field research because the required 
information and data are extracted and collected from descriptive fields or 
interpreting the conditions that are now occurring or existing. The data sources 
used are primary data and secondary data. The method used is the method of 
interview, documentation and observation. The data analysis technique in this 
discussion is descriptive qualitative data analysis using inductive methods. 
The results of this study indicate that in carrying out the muzāra'ah 
contract carried out by the community in Ketitang Village, Nogosari Subdistrict, 
Boyolali Regency was conducted in an unwritten (oral) manner. The cultivation 
was not directly monitored by the land owner so that there were deviations made 
by cultivating farmers, namely broken promises (defaults) in the profit sharing 
process. Cultivating farmers are not trustworthy of the harvest. So that the 
distribution of results received by the owner of the rice field is not in accordance 
with the agreement at the beginning. So it was concluded that the implementation 
of the muzāra'ah contract in Ketitang Village, Nogosari District, Boyolali 
Regency was not in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law. 
 
Keywords: Muzāra’ah, Profit Sharing, Compilation of Sharia Economic Law 
(KHES) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Islam mengajarkan dalam melakukan kegiatan bermuamalah 
seseorang harus melakukan secara benar sesuai dengan syariat yang telah di 
ajarkan. Yang dimaksud dengan muamalah ialah  aturan-aturan yang selaras 
dengan kegiatan manusia yang bersifat keduniaan, misalnya jual-beli, hutang-
piutang, kerjasama dagang, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa 
menyewa dan sebagainya.
1
 Tujuan dari bermuamalah yaitu agar dapat 
menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia. 
Tanah tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Kebutuhan terhadap 
tanah sama pentingya dengan kebutuhan makan dan minum, air dan udara. 
Tanah memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia tidak semua 
pemilik tanah (pertanian) mampu mengerjakan lahannya sendiri. Begitu pula 
sebaliknya, tidak semua petani penggarap memiliki tanah untuk bercocok 
tanam.
2
  
Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga 
manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga 
petani penggarap dan pemilik tanah mereka juga merupakan dua golongan 
yang sulit untuk dipisahkan, petani penggarap akan kesulitan untuk mencari 
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 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 
hlm.121. 
2 
 
nafkah tanpa adanya tanah, begitu juga dengan pemilik tanah yang sangat 
membutuhkan tenaga dari petani penggarap, sehingga terciptanya kerja sama 
antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-
menolong antara yang satu dengan yang lainya. 
 Sebagaimana fiman Allah SWT 
 ِٰ َُ ْقَّتلا ََ  ِِّربْلا َّلَع اُُو ََ اََعت ََ  ۖ  َل ََ اُُو ََ َاَعت َّلَع  ِْمث ِْلْا  ِنا ََ ُْذعْلا ََ   ۖ 
اُُقَّتا ََ  َ َّاللّ   ۖ  َِّنإ  َ َّاللّ  ُذيِذَش  ِبَاقِعْلا   
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran (Al-Maidah/5:2).
3
 
 
Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dengan sendirinya di 
dalam masyarakat. Salah satu bentuk muamalah yaitu kerjasama dalam 
penggarapan tanah. Kerjasama dalam bidang pertanian ini disebut dengan 
muzāra‟ah.  
Muzāra‟ah yaitu kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dan 
penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan 
bersama , sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah
4
. 
Sistem muzāra‟ah ini bisa lebih menguntungkan daripada sistem ijarah (sewa 
tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi pengelola. Karena pemilik tanah 
bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (muzāra‟ah) ini, yang harganya lebih 
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banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak 
menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia 
mengalami kegagalan pada tanamannya.
5
 Pada dasarnya kerjasama dalam 
bidang penggarapan tanah ini tidak boleh adanya unsur yang tidak jelas, 
sehingga dapat menimbulkan salah satu pihak mengalami kerugian. Dalam 
hal ini muzāra‟ah termasuk kerjasama yang menanggung keuntungan dan 
kerugian secara bersama-sama. 
Desa Ketitang merupakan salah satu desa di Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali yang mana sebagian besar masyarakatnya bekerja 
sebagai petani, baik yang dilakukan sebagai pekerjaan sampingan maupun 
dijadikan sebagai pekerjaan utama. Potensi ini diperkuat dengan luas ladang 
desa yang mencapai 188.9000 Ha/m2 dan sawah pertanian 391.0000 Ha/m2. 
Mata pencaharian utama desa adalah sebagai petani dengan jumlah 1.675 
orang dari 6654 orang jumlah penduduk yang ada. Hasil pertanian Desa 
Ketitang meliputi pertanian padi, jagung, melon, semangka dan kacang-
kacangan.
6
 Sebagian masyarakat desa tersebut memiliki lahan untuk digarap 
sendiri dan ada pula yang tidak memiliki lahan untuk digarap sehingga 
melakukan kerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarapnya 
dengan imbalan bagi hasil. Sistem yang dipakai oleh para petani 
beranekaragam sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. 
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Sebagian masyarakat mempunyai sistem pembagian keuntungan setengah 
dari hasil pertanian dalam artian bagi dua antara pemilik dan petani 
penggarap, sebagian masyarakat yang lain mempunyai sistem bagi tiga dari 
hasil kebun dalam artian satu bagian untuk pekerja, dua bagian untuk pemilik 
kebun. 
Sementara prinsip bagi hasil pada dasarnya ialah penentuan proporsi 
berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan 
untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah 
kelihatan menurut proporsi yang telah di sepakati.  
Demikian halnya bagi hasil penggarapan lahan pertanian yang terjadi 
di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dilakukan atas 
dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut 
kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa adanya 
saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak 
mempunyai kekuatan hukum , sehingga tidak ada bukti yang kuat telah 
terjadinya kerjasama kedua belah pihak. Pembagian hasil menurut kebiasaan 
setempat dengan prosentase 75% untuk pemilik lahan dan 25% untuk 
penggarap.
7
 
Dalam pelaksanaan perjanjian muzāra‟ah yang telah disepakati kedua 
belah pihak tidak diikuti dengan sikap baik terhadap pemilik sawah. Seperti 
terjadinya penyimpangan (wanprestasi) yang dilakukan oleh petani 
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penggarap yang mengubah kesepakatan secara sepihak terhadap bagi hasil 
yang semula sudah disepakati bersama pemilik sawah. Sehingga pemilik 
sawah merasa dirugikan atas sikap tidak amanah petani penggarap terhadap 
kerjasama tersebut. 
Salah satu pentingnya penelitian ini adalah karena di Desa Ketitang 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali ini sebagian besar penduduknnya 
banyak berprofesi sebagai petani dengan menggunakan sistem muzāra‟ah dan 
mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun pengetahuan tentang 
bagaimana cara bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat Islam belum 
mereka ketahui. 
Atas dasar latar belakang di atas permasalahan tersebut menarik untuk 
dikaji lebih lanjut sebagai objek penelitian dengan judul: “TINJAUAN 
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP 
PELAKSANAAN AKAD MUZARA’AH” (Studi Kasus Di Desa Ketitang 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dijadikan dapat 
dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana pelaksanaan akad muzāra‟ah di Desa Ketitang Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali? 
6 
 
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap 
pelakasanaan akad muzāra‟ah di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali? 
 
C. Tujuan Penelitian 
     Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Menjelaskan pelaksanaan akad muzāra‟ah di Desa Ketitang Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali. 
2. Menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap 
pelaksanaan akad muzāra‟ah di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi 
penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang penulis harapkan 
adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai sumbangan penting dalam keilmuan Hukum Ekonomi 
Syariah khususnya mengenai akad muzāra‟ah dan bisa menjadi rujukan 
penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu muamalah. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan 
pikiran bagi masyarakat muslim khususnya para petani lebih 
7 
 
memperhatikan aturan-aturan muamalah dalam Islam. 
 
E. Kerangka Teori 
Pada prinsipnya Islam membolehkan bentuk kerja sama, selama kerja 
sama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan 
masyarakat banyak. Begitu halnya dengan kerja sama bagi hasil penggarapan 
lahan pertanian di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 
Dalam hukum Islam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ada tiga 
macam, yaitu: 
1. Muzāra‟ah 
2. Mukhabarah 
3. Musaqoh  
Muzāra‟ah secara bahasa berasal dari kata zara‟a, yang memiliki arti 
menaburkan benih ditanah. Kata(ةعرازم) muzāra‟ah mengikuti wazan ةلعافم  
(mufā„alatan) dari kata عرزلا (az-zar‟u) yang sama artinya dengan (تابنلإا ) al-
inbātu (menanam, menumbuhkan). Muzāra‟ah dinamai pula dengan al-
muḥabarah dan muḥaqalah.8 
Menurut terminologi syara’, para ulama berbeda pendapat antara lain; 
Ulama Malikiyah, mendefinisikan muzāra‟ah, dengan perkongsian dalam 
bercocok tanam, sedang Ulama Hanabilah mendefinisikan muzāra‟ah yaitu 
dengan menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau 
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menolongnya, sedangkan tanaman (hasilnya) terebut dibagi di antara 
keduanya.
9
 
Ulama Syafiiyah merinci makna muzāra‟ah dengan membedakan 
dengan mukharabah. Muzāra‟ah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang 
dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan 
mukharabah berasal dari kata kha bar ra yang mempunyai arti membelah 
untuk ditanami yaitu kerjasama untuk mengelola tanah diatas sesuatu yang 
dihasilkannya dengan benih berasal dari penggarap tanah.
10
 
Menurut Qardhawi (1993:383) : Muzāra‟ah merupakan bentuk 
muamalah dimana pemilik tanah menyerahkan tanah, alat, benih dan hewan 
kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat 
hasil yang telah ditentukan, misalnya: ½, 1/3 atau kurang atau lebih menurut 
persetujuan bersama.
11
  
Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud 
muzāra‟ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk 
memanfaatkan lahan. Jadi, muzāra‟ah yaitu kerjasama antara pemilik tanah 
dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut 
kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik 
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tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara 
khusus kerjasama ini disebut al-mukhabarah.
12
 
Antara muzāra‟ah dan musaqah terdapat persamaan dan perbedaan. 
Persamaannya adalah kedua-duanya merupakan  akad (perjanjian) bagi hasil. 
Adapun perbedaannya ialah: Di dalam musaqah tanaman telah ada tetapi, 
memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam muzāra‟ah, tanaman 
di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya.
13
  
Islam mensyariatkan akad kerjasama muzāra‟ah untuk memudahkan 
para petani, karena sebagian dari petani memiliki tanah namun tidak mampu 
mengelolanya sedangkan banyak petani yang tidak memiliki lahan namun 
memiliki tenaga atau kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan lahan 
pertanian tersebut. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa 
saling mengambil manfaat di antara mereka. 
Kerjasama dalam bentuk muzāra‟ah menurut kebanyakan ulama 
hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehannya dapat dipahami dari keumuman 
firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadis Nabi 
dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan: 
 َّلَص ِالله ُل ُْ ُسَر ََّنا ا ٍَ ْىِم ُجُرْخَياَم ِرْطَشِب ََربْيَخ ِل ٌْ َا َلَماَع مَّلَس ََ  ًِ ْيَلَع ُالله ّ
 ٍرََمث َْ َا ٍعْرُز ْهِم  )ئاسىلاَ دَاد ُباَ ملسمَ ِراخبلا ياَر(  
 
“Bahwasannya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar 
(dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam 
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bentuk tanaman atau buah-buahan”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan 
Nasa‟i).14 
 
Hadist tesebut di atas menjadi salah satu hadist yang digunakan oleh 
mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung sudut 
pandang mereka bahwa pembagian hasil panen adalah halal didasarkan pada 
argumentasi bahwa Nabi SAW hanya melarang bagi hasil dimana salah satu 
pihak mendapatkan bagian hasil produksi yang istimewa atau hasil harus 
khusus dari bagian tertentu di atas tanah akan jatuh padanya. 
Transaksi bagi hasil kerjasama pengelolaan tanah pertanian 
(muzāra‟ah) juga mengandung unsur tolong-menolong antara dua belah pihak  
yaitu bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini transaksi 
muzāra‟ah yang positif akan terbangun apabila didasari oleh rasa saling 
percaya dan amanah. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan ini, penulis melakukan kajian dari penelitian-
penelitian sebelumnya, yaitu penelitian sebelumnya yang perah dibahas dalam 
skripsi Dahrum yang berjudul “Penerapan Sistem Muzāra‟ah Dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang 
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”. Hasil penelitian ini adalah 
penerapan sistem muzāra‟ah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan 
Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya 
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belum dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada. Akan tetapi, 
mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat, yakni dengan tidak 
menentukan jangka waktu berlakunya akad muzāra‟ah dan pembagian hasilnya 
pun dilakukan dengan  mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi 
oleh kedua belah pihak. Proses transaksi muzāra‟ah dilakukan di Kelurahan 
Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dapat dikategorikan 
kerja sama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya 
unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan (urf) yang tidak 
bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits serta tidak mengandung mudharat 
dan dilakukan atas dasar kesepakatan dan keridhaan antara petani penggarap 
dan pemilik sawah.
15
 
Skripsi Mulyo Winarsih yang berjudul “Pengaruh Muzāra‟ah Tehadap 
Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten 
Tegal Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini adalah sistem muzāra‟ah ini 
berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kalisapu 
Kecamatan Slawi. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukan 
bahwa sistem muzāra‟ah sangat berengaruh terhadap kenaikan pendapatan 
mayarakat Desa Kalisapu terutama kepada para petani khususnya petani 
penggarap yang menggangur sehingga dapat menggarap tanah orang lain .
16
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Selanjutnya dalam skripsi Erick Prasetyo yang berjudul “Produktivitas 
Kerja Petani Ditinjau dari Sistem Muzāra‟ah” Studi Kasus di Desa Pakan 
Rabaa Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini 
adalah pelaksanaan sistem muzāra‟ah terhadap produktivitas kerja petani 
dengan di uji statistik tidak saling mempengaruhi.
17
 
Skripsi Radian Ulfa yang berjudul “Analisis Pegaruh Muzāra‟ah 
Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani” Studi Kasus di  Desa Simpang 
Agung Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 
pelaksanaan muzāra‟ah yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan 
Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan 
kesejahteraan petani penggarap yang sebelumnya petani penggarap hanya 
mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yg hasilnya tidak menentu 
kemudian setelah adanya sistem muzāra‟ah dapat meningkatkan pendapatan 
petani penggarap sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier
18
 
Dari keempat skripsi diatas, sepengetahuan penulis belum ada yang 
melakukan penelitian tentang bagi hasil penggarapan sawah dengan 
menggunakan sistem muzāra‟ah di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali. 
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G. Metode Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis yang diperlukan maka 
penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat kualitatif studi 
kasus, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan 
angka.  
Sementara itu penelitian studi kasus adalah studi penelitian dalam ilmu 
sosial yang bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang 
ditelitinya secara khusus sebagai suatu “kasus”. Tujuan penelitian kasus dan 
penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar 
belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, 
individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
19
 
1. Jenis Penelitian 
     Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 
diamana peneliti mencari jawaban atau permasalahan yang diteliti dengan 
kondisi lingkungan peneliti yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti 
yang minimal. 
2. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis 
mengklasifikasi menjadi dua sumber, yaitu: 
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a. Data Primer  
Yaitu data yang di dapat dari sumber utama baik individu ataupun 
perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner  yang 
dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer 
yaitu pemilik sawah dan petani penggarap di Desa Ketitang Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali. 
b. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, 
brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan degan 
penelitian. Atau data dari orang-orang kedua atau bukan data yang 
datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan 
penelitian,untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh 
akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.
20
 
Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa 
buku, brosur, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga tentang profil Desa 
Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Untuk 
memperoleh data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan 
Sekretaris Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 
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 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya Off set, 2006), hlm.160. 
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3. Lokasi Penelitian 
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini  penulis mengambil lokasi di 
Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan hal yang paling penting  dalam sebuah 
penelitian, karena komponen terkuat dalam sebuah penelitian adalah data. 
Jika peneliti tidak mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka 
peneliti tidak memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah 
ditetapkan.
21
 
Dalam pengumpulan data ini,  peneliti menggunakan beberapa metode 
untuk mendapatkan data yang valid, antara lain: 
a. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti 
langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari 
responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu 
wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara 
terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang 
hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
22
 Metode ini penulis 
gunakan dengan cara Tanya jawab langsung secara lisan antara 
peneliti dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik lahan dan 
petani penggarap. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.308. 
22
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 
Rineka Putra, 2006), hlm.227. 
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b. Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, dokumen merupakan 
catatan suatu kejadian  yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berupa 
gambar, tulisan dan bisa juga sebuah karya-karya monumental dari 
seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan antara lain catatan harian, 
cerita kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 
dalam bentuk gambar antara lain foto, gambar hidup, sketsa dan lain-
lain. Dokumen dalam bentuk karya antara lain karya seni, yang berupa 
gambar, patung, film dan lain-lain. Metode dokumentasi ini 
merupakan pelengkap dari metode wawancara dan metode observasi. 
5. Teknik Analisis Data 
Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan 
kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian 
yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisis data 
menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari 
kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh 
kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi. 
tersebut. 
23
 Metode deduktif digunakan dalam sebuah penelitian disaat 
penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan 
pencarian fakta. 
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dimulai sejak peneliti 
datang ke lokasi penelitian, dimana dilaksanakan secara intensif dalam 
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 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989) hlm.66. 
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pengumpulan data sampai proses pengumpulan data. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah data kualitatif dari hasil wawancara. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih 
dahulu penulis uraikan sistemtika penelitian yang terdiri dari lima bab dan 
beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai 
berikut: 
BAB I merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II menguraikan gambaran umum tentang Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES) yang terdiri dari perjalanan awal Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES. Kemudian tentang muzāra‟ah yang meliputi 
pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, tujuan dan manfaat, muzāra‟ah 
yang fasid/batal, akibat akad muzāra‟ah, hikmah, berakhirnya, eksistensi, serta 
hukum muzāra‟ah. Disamping itu juga berisi teori mengenai Muzāra‟ah 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Wanprestasi (ingkar janji). 
BAB III memuat tentang deskripsi data penelitian yang terdiri dari 
gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis Desa 
Ketitang, stuktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat Desa Ketitang, visi dan 
misi, dan potensi desa. Disamping itu juga berisi tentang pelaksanaan akad 
18 
 
muzāra‟ah dan proses bagi hasil muzāra‟ah di Desa Ketitang Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali. 
BAB IV berisi analisis praktek akad muzāra‟ah di Desa Ketitang 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam tinjauan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah. 
BAB V  merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 
dalam penelitian. 
Pada akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
MUZĀRA’AH  DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH 
 
A. Perjalanan Awal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya Undang-Undang No. 3 
Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang No.3 Tahun 2006 ini 
memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan 
hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Dengan perluasan 
kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya memiliki 
kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah saja, melainkan juga menangani 
permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa 
dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya 
antara sesama muslim, dan ekonomi syariah. Kaitannya dengan wewenang 
baru Pengadilan Agama ini, dalam Pasal 49 UUPA dirubah menjadi:  
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara oirang-orang yang 
beragama Islam di bidang: 
1
 
1. Perkawinan;  
2. Waris;  
3. Wasiat;  
4. Hibah;  
                                                             
1
 Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum 
Islam, “ Al-Mawarid Edisi XVIII, 2008, hlm.143. 
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5. Wakaf;  
6. Zakat;  
7. Infaq;  
8. Shadaqah; dan  
9. Ekonomi syariah 
 
Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau 
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain 
meliputi:
2
  
1. Bank syariah;  
2. Lembaga keuangan mikro syariah;  
3. Asuransi syariah;  
4. Resuransi syariah;  
5. Reksadana syariah;  
6. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah;  
7. Sekuritas syariah;  
8. Pembiayaan syariah;  
9. Pegadaian syariah;  
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan  
11. Bisnis syariah 
Setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan, 
maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat 
keputusan Nomor: MA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang 
                                                             
2
 Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum 
Islam”…,hlm.143. 
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diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.I.P., M.Hum. Tugas dari 
Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan 
(materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan 
diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, 
ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil 
penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
3
 
Langkah-langkah atau tahapan yang telah ditempuh oleh Tim tersebut 
adalah: 
4
 
1. Menyesuaikan pola pikir (united legal opinion) dalam bentuk 
seminar ekonomi syariah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada 
tanggal 21-23 April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada 
tanggal 4-6 Juni 2006. Pembicara dalam dua seminar tersebut 
adalah para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, 
DSN/MUI, Basyarnas, dan para praktisi perbankan syariah (Bank 
Muamalat) serta para hakim dari lingkungan peradilan umum dan 
peradilan agama.  
2. Mencari format yang ideal (united legal frame work) dalam bentuk 
pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka mencari masukan 
tentang segala hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah 
dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap 
                                                             
3
 Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum 
Islam”…, hlm.143-144. 
4
 Ibid., hlm.144-145. 
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perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara 
Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu juga telah dilaksanakan 
Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini 
Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dalam acara 
tersebut adalah para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat 
Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli 
Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.  
3. Melaksanakan kajian pustaka (library research) yang disesuaikan 
dengan pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi 
referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat 
Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala 
Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga 
Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesian Sengketa Perbankan di 
Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding 
juga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam 
Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, 
Mizan Bank Islam abad Pakistan, Bank Islam Pakistan, dan 
beberapa lembaga keuangan shariah di Pakistan. Kunjungan ini 
dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juni 2007.  
4. Tahap pengolahan dan analisis bahan dan data-data yang sudah 
terkumpul. Draft KHES yang disusun dalam tahap pertama 
sebanyak 1015 pasal dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian 
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diadakan pembahasan dan diskusi tentang isi materi draft KHES 
tersebut.  
 Untuk pembahasan materi dan isi draft KHES tersebut telah 
dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: 
5
 
1. Diskusi pertama pada tanggal 14-16 Juni 2007 di Hotel Yasmin 
Cianjur Bogor. Hasil dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan 
untuk penyempurnaan draft terutama dalam sistematika, 
metodologi, dan beberapa materi yang belum masuk.  
2. Pertemuan dengan para konsultan pada tanggal 27-28 Juli 2007 di 
Hotel Pangihegar Bandung. Hasil dalam pertemuan ini adalah 
kesepakatan bahwa dari segi sistematika dan metodologi KHES 
sudah memadai, tetapi dari segi substansi perlu disempurnakan 
lagi, terutama yang berhubungan dengan wanprestasi (cidera 
janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan Lembaga 
Keuangan Islam dan overmach. Selain itu, hal-hal yang 
menyangkut sanksi dan pidana supaya dihapus karena menjadi 
kewenangan legislatif.  
3. Finalisasi dalam satu bulan ke depan, sejak pertemuan di atas. 
Hasil final dari semua pembahasan tersebut, akhirnya KHES 
hanya memuat 845 pasal dengan format lebih ramping tetapi 
tambah ”berisi”. 
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 Abdul Mughits,“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum 
Islam”…., hlm.145-146. 
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Tabel 1. Perbandingan isi Draft KHES I dan II 
Uraian Draft I Draft Akhir 
Jumlah pasal  1040 pasal  845 pasal 
Materi/Isi Bab I : Kecakapan 
Hukum, Pengampunan 
dan Keterpaksaan; 
Bab II : Harta; 
Bab III : Akad; 
Bab IV : Zakat; 
Bab V  : Hibah. 
Bab I : Subyek 
Hukum dan Harta; 
Bab II : Akad 
Bab III : Zakat 
dan Hibah; 
Bab IV : 
Akuntansi Syariah 
Redaksi/ Bahasa Lebih banyak 
terminologi fiqh 
Istilah Bahasa 
Indonesia lebih 
diutamakan, baru 
kemudian 
dipadankan 
dengan 
terminologi fiqh. 
Sumber : Jurnal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam 
Tinjauan Hukum Islam, 2008 
Waktu yang digunakan dalam penyusunan KHES tersebut memang 
sangat singkat sekali, kurang lebih hanya satu tahun. Sementara KHES 
adalah kompilasi hukum positif yang tentunya menghendaki format yang 
baku. Artinya, jika KHES yang katanya sudah final ini mulai 
disosialisasikan, pembahasan secara kritis untuk tujuan penyempurnaan 
harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga dapat mencapai 
format yang ideal.
6
 
 
 
 
                                                             
6
 Abdul Mughits,“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum 
Islam”…, hlm.145-146. 
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B. Muzara’ah (ةعرازم) Menurut Fiqh Mu’amalah 
1. Pengertian Muzāra’ah (ةعرازم) 
Muzāra‟ah berasal dari kata  zara‟a yang artinya bertani atau 
bercocok tanam. Muzāra‟ah berarti pertanian. Istilah ini dalam buku ilmu 
fiqh dibahas dalam masalah kerja sama pertanian dan perkebunan antara 
pemilik lahan dan petani. 
Muzāra‟ah secara bahasa artinya mu’amalah terhadap tanah dengan 
memperoleh sebagian hasilnya. Secara istilah muzāra‟ah adalah 
menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya atau 
menyerahkan tanah dan benihnya kepada yang akan menggarap dan 
mengurusnya dengan syarat si penggarap memperoleh hasilnya seperti 
separuh, sepetiga atau lebih atau kurang sesuai dengan kesepakatan bisa 
saja, si pemilik tanah atau pohon memperoleh bagian tertentu, sedangkan 
sisanya untuk yang  mengurusnya.
7
 
Menurut terminologi syara’, para ulama berbeda pendapat antara lain : 
Ulama Malikiyah, mendefinisikan muzāra‟ah, dengan perkongsian dalam 
bercocok tanam. Sedang Ulama Hanabilah mendefinisikan muzāra‟ah 
dengan menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau 
menolongnya. Sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara 
keduanya.
8
 
                                                             
7
 Waluyo, Fiqih Muamalat, (Yogyakarta: Tim Gerbang Media, 2014), hlm.56. 
8
 Masjupri, Fiqh Muamalah , (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm.193. 
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Ulama Syafi’iyah membedakan antara definisi  mukhabarah dengan 
muzāra‟ah, yaitu mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang 
di hasilkannnya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzāra‟ah 
sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemiik tanah.
9
 
Muzāra‟ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat 
tersebut dikemukakan oleh al-Rafi’I I dan al-Nawawi. Sedangkan menurut 
al-Qadhi Abu Thayid, muzāra‟ah dan mukhabarah merupakan suatu 
pengertian.
10
 
Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa 
mukhabarah dan muzāra‟ah ada persamaan dan ada pula perbedaan. 
Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzāra‟ah terjadi pada 
peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada 
orang lain untuk dikelola. Perbedaanya ialah pada modal, bila modal 
berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan 
dari pemilik tanah disebut muzāra‟ah.  
2. Landasan Hukum  
Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu 
Yusuf, Muhamad ibn Hasan asy Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah 
dan ulama azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa akad Muzāra‟ah hukumnya 
boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat 
                                                             
9
 Ibid.,hlm.194. 
10
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.153. 
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dalam penggarapan sawah. Menurut mereka, dalam sebuah riwayat 
dikatakan bahwa: 
 ِزْطَشِب ََزبْيَخ ِم ٌْ َا َمَمبَع مَّهَس ََ  ًِ ْيَهَع ُالله َّّهَص ِالله ُل ُْ ُسَر ََّنا
 ُزْخَيبَم َْ َا ٍعْرُس ْهِم ب ٍَ ْىِم ُج.ٍزََمث  دَاد ُباَ مهسمَ ِربخبنا ياَر(
)ئبسىناَ 
 “Rasulullah saw. melakukan akad muzara‟ah dengan penduduk 
Khaibar yang hasilnya dibagi antara Rasul dengan para pekerja.” (HR al-
Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa‟I, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam 
Ahma ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar).
11
 
Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara 
petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk 
mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan petanian. 
Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik tanah persawahan 
bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya 
mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.  
Dalam kerjasama pelaksanaan pengelolaan sawah dengan sistem bagi 
hasil pun prakteknya sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan 
diikuti oleh para sahabat, tanpa seorangpun dari mereka yang 
melarangnya, sebgaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi :  
 ذبع هع الله يضر زمع هب اللههعٌبم  : ّنأ  يبّىنا ّهص الله 
یهعٌَ مهس ممبع زبيخ زطشب بم جزخي  همٌا  هم  زمث  َأ  
عرس    ,نبكف  يطعي  جاَسأٌةئبم  قسَ    ,هيوبمث  قسَ  زمت  
هيزشعَ قسَ يعشز    
Artinya: 
“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra: Nabi SAW 
menandatangani perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk 
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 Ahmad Zaidun, Ringkasan Hadist Shahih Al-bukhari, ( Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 
Cet.hlm.496.  
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memanfaatkan tanah dengan ituyang berupa sayuran dari buah-buahan, 
akan menjadi baguan mereka. Nabi SAW memberi isteri-isterinya masing-
masing 100 wasq, yaitu 80 wasq kurma dan 20 wasq gandum (Bukhari)”12 
Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa penggarapan sawah dengan 
sistem bagi hasil diperbolehkan oleh syari’at Islam, atas dasar tersebut 
maka masyarakat Desa Ketitang mengadakan kerjasama penggarapan 
sawah dengan sistem muzāra‟ah dengan ketentuan bagi hasil harus sesuai 
dengan kesepakatan bersama yang diperoleh dari usaha masing-masing. 
Hal tersebut  sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah (9:4) 
yang berbunyi sebagai berikut: 
 اَُز ٌِ بَُظي َْمن ََ  ًبئْيَش ْمُكُُُصقْىَي َْمن َُّمث َهيِكِزْشُمْنا َهِم ُْمتْذٌَ بَع َهيِذَّنا َّلَِّإ
 اُ ُِّمَتأَف ًاذََحأ ْمُكْيَهَع ٍِ ْيَنِإ ْم  ْم ٍِ ِتَّذُم ّٰ َنِإ ْمٌُ َذ ٍْ َع  ۚ  َِّنإ  َ َّاللّ  ُّبُِحي  َهيِقَّتُمْنا  
 Terjemahannya: 
“Kecuali orang-orang yang musyrikin yang kamu telah mengadakan 
perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu 
pun(dari isi perpanjian mu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang 
yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya 
sampai batas waktunya”13 
 
3. Rukun-Rukun Muzāra’ah 
Jumhur ulama menetapkan rukun dari muzāra‟ah adalah :14 
a. Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap 
b. Ma‟qud alaih (objek aqad yaitu manfaat tanah dan pekerjaan) 
                                                             
12
 Imam Bukhari, al-jami‟ al-Musnad al-shahih, (Beirul : Darul Fikr), hlm.447. 
13
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, hlm.78. 
14
 Masjupri, Fiqh Muamalah 1, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm.197. 
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c. Ijab qabul 
d. Menurut ulama Hanabilah akad muzāra‟ah  tidak memerlukan qabul 
secara lisan, tetapi dengan perbuatan yaitu mnegerjakan tanah yang 
menjadi objek akad. Hal ini dapat dianggap sebagai qabul. 
Menurut Hanafiyah , rukun muzāra‟ah ialah akad, yaitu ijab dan kabul 
antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzāra‟ah 
menurut  Hanafiyah ada empat, yaitu : 
a. Tanah; 
b. Perbuatan pekerjaan; 
c. Modal; dan 
d. Alat-alat untuk menanam. 
4. Syarat-Syarat Muzāra’ah 
Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut: 
15
 
a. Syarat yang bertkaitan dengan „aqidain, yaitu harus berakal. 
b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyariatkan adanya 
penentuan macam apa saja yang akan ditanam. 
c. Hak yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu: 
1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya 
(presentasenya) ketika akad; 
2) Hasil adalah milik bersama; 
3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang 
sama; 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, hlm.158-159. 
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4) Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui; dan 
5) Tidak di syaratkan bagi salah satunya penambahan ma’lum. 
d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu : 
1) Tanah tersebut dapat ditanami; dan 
2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya. 
e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah : 
1) Waktunya telah ditentukan; 
2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, 
seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung 
teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasan setempat); dan 
3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut 
kebiasaan. 
f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzāra‟ah, alat-alat tersebut 
disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada 
pemilik tanah. 
Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat 
bahwa muzāra‟ah nmemiliki beberapa syarat antara lain :16 
a. Orang yang melangsungkan aqad harus seorang mumayyiz. 
b. Tanah yang ditanami adalah tanah yang produktif dan dapat dipastikan 
dapat menghasilkan 
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 Masjupri, Fiqh Muamalah 1…, hlm.196. 
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c. Tanaman yang dihasilkan harus jelas, jenis dan ukurannya, sewaktu 
terjadi akad, sehingga ketika akad dibagi kepada kedua pihak tidak 
terjadi perselesihan 
d. Pembagian hasil tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang 
akan melangsungkan aqad. Tidak diperbolehkan mensyaratkan bagi 
salah satu pihak yang melangsungkan akad hanya mendapatkan 
sekedar pengganti benih 
e. Alat bercocok tanam harus dikaitkan dengan akad, apakah akan 
menggunakan alat tradisional atau modern. 
f. Muzāra‟ah harus menetapkan waktu. Jika waktunya tidak ditetapkan 
pada waktu akad, muzara’ah dipandang tidak sah. 
Syarat muzāra‟ah menurut ulama Malikiyah adalah : 
a. Kedua orang melangsungkan aqad harus menyerahkan benih. 
b. Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan 
penggarap. 
c. Benih harus dari kedua orang yang melangsungkan aqad. 
5. Tujuan dan Manfaat Muzāra’ah 
Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah 
tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. 
Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan 
pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena 
ketidakmampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak 
ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak 
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memiliki tanah/lahan. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak 
menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang diirugikan.
17
 
6. Muzāra’ah Yang Faasid (Batal) 
Telah diterangkan sebelumnya bahwa muzāra‟ah yang sah adalah 
memberikan tanah kepada orang yang akan memberikan tanah kepada 
orang yang akan menggarapnya dengan syarat ia memperoleh  hasilnya 
seperti 1/3, ¼ dsb. yakni bagiannya tidak ditentukan. Namun jika 
ditentukan, misalnya ia batasi dengan ukuran tertentu hasilnya atau 
dibatasi bagian tanahnhya dimana hasil di tempat itu untuknya, selebihnya 
untuk penggarap atau bersama-sama. Jika seperti ini, maka muzāra‟ahnya 
fasid, karena di dalamnya terdapat gharar dan dapat menimbulkan 
pertengkaran.
18
 
7. Akibat Akad Muzāra’ah  
Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad muzāra‟ah, apabila 
akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya 
adalah sebagai berikut:
19
 
a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya 
pemeliharaan pertanian itu. 
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 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh,(Bogor: Kencana, 2003), hlm. 241-242. 
18
 Waluyo, Fiqih Muamalat…, hlm.59. 
19
 Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.280. 
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b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya 
pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai 
dengan prosentase bagian masing-masing.  
c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  
d. Pengairan dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.  
e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap 
berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli 
warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah 
mengupah (al- ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh 
diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak 
yang berakad tidak membatalkan akad ini. 
8. Hikmah Muzāra’ah 
Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, 
sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup  untuk berladang dan bertani 
untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. 
Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, 
dan lainnya yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki 
binatang untuk mengolah  sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri 
tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang 
dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apa pun.
20
 
Muzāra‟ah dan mukhabarah disyari’atkan untuk menghindari adanya 
pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, hlm.159. 
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tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak di 
produksikan karena tidak ada yang mengolahnya.
21
 
Muzāra‟ah dan mukhabarah  terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal 
lainnya besifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja 
sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing 
pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.
22
 
9. Berakhirnya Muzāra’ah  
Ada beberapa hal yang menyebabkan akad muzāra‟ah berakhir: 
a. Kematian, salah seorang yang akad meninggal dunia 
b. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen, habis masa muzāra‟ah 
c. Adanya uzur, atas permintaan salah satu pihak sebelum panen/ pihak 
pekerja jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya. 
Apabila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh 
pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik lahan adalah sewa 
dalam ukuran yang patut yang disebut ujratul mitsil.
23
 
10. Eksistensi Muzara’ah 
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), 
muzāra‟ah mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu batal :24 
                                                             
21
 Ibid.,hlm.160 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, hlm.160. 
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 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h 242. 
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 Masjupri, Fiqh Muamalah 1…, hlm.197. 
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a. Dibolehkan muzāra‟ah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, 
sedangkan pekerja dan alat penggarap berasal dari penggarap 
b. Dibolehkan muzāra‟ah jika tanah dari seseorang, sedangkan benih 
dan alat penggarap dan pekerja dari penggarap 
c. Dibolehkan muzāra‟ah jika tanah, benih dan alat penggarap berasal 
dari pemilik, sedangkan pekerja berasal dari penggarap 
d. Muzāra‟ah tidak boleh jika tanah berasal dari pemilik tanah, 
sedangkan benih dan pekerja dari penggarap. 
11. Hukum Muzara’ah 
Menurut ulama Hanafiyah hukum muzāra‟ah yang shahih sebagai 
berikut:
25
 
a. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada 
penggarap. 
b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. 
c. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad. 
d. Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan 
bersama, hal ini harus dipenuhi. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan, 
penggaraplah yang paling bertanggungjawab menyiram atau menjaga 
tanaman. 
e. Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah 
ditetapkan. 
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f. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum hasilnya, penggarap 
tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada 
waktu. 
 
C. Muzāra’ah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
1. Rukun Muzāra’ah 
Rukun Muzāra‟ah adalah :26 
a. Pemilik lahan 
b. Penggarap 
c. Lahan yang digarap; dan 
d. Akad  
2. Syarat-Syarat Muzāra’ah 
Syarat-syarat Muzāra‟ah adalah :27 
a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada 
pihak yang akan menggarap. 
b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia 
menggarap lahan yang diterimanya. 
c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan 
bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan. 
d. Akad muzāra‟ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. 
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 Pasal 255 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
27
 Pasal 256-265 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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e. Jenis benih yang akan ditanam dalam muzāra‟ah terbatas harus 
dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. 
f. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam  
dalam akad muzāra‟ah yang mutlak. 
g. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi 
lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk 
mengatasinya menjelang musim tanam. 
h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada 
pemilik lahan dalam akad muzāra‟ah mutlak. 
i. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan 
mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh 
masing-masing pihak. 
j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzāra‟ah, 
dapat mengakibatkan batalnya akad itu. 
k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang 
melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi pemilik lahan. 
l. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan di 
anjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah di 
lakukan penggarap. 
m. Penggarap berhak melanjutkan akad muzāra‟ah apabila 
tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah 
meninggal dunia. 
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n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzāra‟ah 
yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman 
pihak penggarap bisa dipanen. 
o. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan 
bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. 
p. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan 
akad muzāra‟ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal. 
q. Akad muzāra‟ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah 
berkhir. 
 
D. Wanprestasi  
Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena 
disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi 
ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi 
tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi 
tersebut.
28
 
Wanprestasi dapat berupa : 
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi 
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna 
3. Terlambat memenuhi prestasi 
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 
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 Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 
hlm.95. 
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Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak 
yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah 
pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN AKAD MUZĀRA’AH  DI 
DESA KETITANG KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN 
BOYOLALI 
 
A. Gambaran Umum Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten 
Boyolali 
1. Letak Geografis  
a. Geografis 
1) Luas Wilayah Desa Ketitang ± 512.000 Ha 
Dengan batas-batas sebagai berikut : 
Letak Desa Ketitang secara administratif adalah termasuk 
salah satu desa diantara 13 desa dalam wilayah Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali. Adapun letak geografis Desa 
Ketitang memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1
 
a) Sebelah Utara : Desa Keden Kec. Kalijambe Sragen. 
b) Sebelah Selatan : Desa Sembungan Kec. Nogosari Boyolali 
c) Sebelah Timur : Desa Jeron Kec. Nogosari Boyolali 
d) Sebelah Barat : Desa Rembun Kec. Nogosari Boyolali 
2) Kondisi topografi Desa Ketitang dibagi menjadi 4 (empat) wilyah 
yang terdiri dari 15 (lima belas) Dukuh, yaitu : 
a) Kepala Dusun I : Dukuh Ketitang, Dukuh Cemoro, Dukuh 
Lemahireng, Dukuh Pengkol, Dukuh Kedungbuntel. 
                                                             
1
 Khoiruddin, Sekretaris Desa Ketitang, Wawancara Pibadi, 16 April 2019, jam 10.00-
11.00 WIB. 
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b) Kepala Dusun II : Dukuh Klayutan, Dukuh Ringinptu, Dukuh 
Ringin Rejo, Dukuh Jetis. 
c) Kepala Dusun III  : Dukuh Mojosari, Dukuh Mojorejo, Dukuh 
Pilang. 
d) Kepala Dusun IV  : Dukuh Krompakan, Dukuh Kendel. 
2. Struktur Organisasi 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khoiruddin, selaku 
Sekretaris Desa Ketitang memberikan penjelasan tentang struktur 
organisasi pemerintahan Desa Ketitang, penjelasannya sebagai berikut: 
Gambar 1 
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ketitang 
 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan : 
KEPALA DESA  : Suparmin  
SEKRETARIS DESA : Muhammad Khoiruddin 
KAUR PEMERINTAHAN : Muh. Taufiq H. 
KAUR KEAMANAN : Prayitno 
KEPALA DESA 
SEKRETARIS DESA 
KAUR KADUS 
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KAUR KESRA  : Suhardi H 
KEPALA DUSUN I  : Jumaroh 
KEPALA DUSUN II  : Samadi 
KEPALA DUSUN III  : Waluyo 
KEPALA DUSUN IV : Iswadi 
3. Tugas Dan Fungsi 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak  Suparmin (umur), beliau 
selaku Kepala Desa Ketitang memberikan penjelasan mengenai tugas dan 
fungsi dari perangkat Desa Ketitang, penjelasannya sebagai berikut:
2
 
a. Kepala Desa 
Tugas Pokok Kepala Desa : Sebagaimana yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 
tentang desa, untuk tugas dan wewenang Kepala Desa terdapat pada 
pasal 14. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam 
melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang, sebagai 
berikut: 
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD 
2) Mengajukan rancangan peraturan desa 
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3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan 
bersama BPD 
4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 
APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 
5) Membina kehidupan masyarakat desa 
6) Membina perekonomian desa 
7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 
8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Sekretaris Desa 
Tugas Sekretaris Desa : 
1) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan 
2) Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina Kepala Urusan 
3) Membantu pelayanan ketatausahaan kepada kepala Desa 
4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Desa 
Fungsi Sekretaris Desa : 
1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan Pelaporan 
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2) Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 
perangkat Desa; 
3) Pelaksanaan pelayanaan kepada masyarakat 
4) Penyiapan program kerja dan pelaporannya 
c. Kepala Dusun  
Tugas : membantu Kepala desa dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah 
kerjanya sesuai dengan perturan Perundang-undangan yang berlaku. 
Keterangan : 
1) Menjalankan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, 
Kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah 
kerjanya. 
2) Membantu Kepala Desa dalam kegiatan penyuluhan , 
pembinaan dan kerukunan warga diwilayah kerjanya; 
3) Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa 
diwilayah kerjanya; 
4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Desa. 
d. Kaur Pemerintahan 
Membantu Kepala desa menyusun rencana, pelaksanaan, 
pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas 
bidang pemerintahan yang meliputi: 
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1) Menyusun program dan rencana kegiatan meliputi pengumpulan 
bahan, data dan potensi dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan umum. 
2) Mencatat dan mengadministrasikan data kependudukan dan 
catatan sipil. 
3) Mengumpulkan dan menyusun data  bidang pertanahan. 
4) Mengumpulkan dan menyusun data  monografi desa. 
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 
dan Sekretaris Desa yang sejalan dengan tugas pokoknya. 
e. Kaur Kesra 
Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 
1) Membantu Kepala desa menyusun rencana, pelaksanaan, 
pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan 
tugas bidang kesejahteraan rakyat  yang meliputi: 
2) Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang 
akan dilaksanakan  pemerintahan desa dalam rangka 
menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat. 
3) Mengumpulkan dan menyusun data  laporan urusan 
kesejahteraan rakyat. 
4) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam urusan 
kesejahteraan rakyat. 
5) Menginventarisasikan dan melaporkan kegiatan urusan 
kesejahteraan rakyat. 
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6) Mengerjakan buku-buku bidang kesejahteran rakyat. 
7) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang tugasnya. 
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 
dan Sekretaris Desa yang sejalan dengan tugas pokoknya. 
Fungsi Kaur Kesra: 
1) Menyusun program dan kebijakan pemerintah desa dalam 
rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. 
2) Pengumpulan dan penyusunan data potensi penyelenggaraan 
kesejahteraan rakyat. 
3) Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. 
f. Kaur Pembangunan 
Tugas Pokok : 
1) Membantu Kepala desa menyusun rencana, pelaksanaan, 
pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan 
tugas bidang pembangunan  yang meliputi : 
2) Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan yang 
akan dilaksanakan  pemerintahan desa; 
3) Mengumpulkan dan menyusun data  laporan penyelenggaraan 
pembangunan; 
4) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
desa; 
5) Menginventarisasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan 
oleh masyarakat (swadaya masyarakat); 
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6) Mencatat dan menatausahakan rencana pembangunan dan 
pelaksanaanya yang dilakukan oleh pemerintahan desa membina 
kader kader pembangunan desa; 
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 
dan Sekretaris Desa yang sejalan dengan tugas pokoknya; 
Fungsi Kaur Pembangunan: 
1) Menyusun program dan kebijakan pemerintah desa dalam 
rangka penyelengharaan pembangunan desa 
2) Menyusun program dan rencana kegiatan pembangunan 
3) Penyusunan data dan bahan laporan pelaksanaan Pembangunan 
g. Kaur Umum 
Tugas : Membantu Kepala desa menyusun rencana, 
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan 
pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat   yang meliputi: 
1) Melakukan kegiatan penatausahaan arsip kantor desa 
2) Melakukan urusan surat menyurat 
3) Melakukan inventarisasai dan pengelolaan inventarisasi 
4) Melakukan urusan pemeliharaan sarana kantor desa 
5) Mempersiapkan rapat-rapat dinas dan upacara resmi di desa 
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 
dan Sekretaris Desa yang sejalan dengan tugas pokoknya 
Fungsi : 
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1) Menyusun program dan rencana pemerintah desa dalam rangka 
penyelenggaraan urusan umum meliputi : Ketatausahaan, 
perangkat desa, perlengkapan dan rumah tangga desa 
2) Penyusunan program dan rencana kegiatan dalam 
rangkapelayanan kepada masyarakat  dalam penyelenggaraan 
urusan umum 
3) Penyusunan data dan laporan penyelenggaraan umum 
4) Pelaporan , monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan 
umum 
h. Kaur Keamanan 
Tugas : Membantu Kepala desa menyusun rencana, 
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan  penyusunan laporan 
pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat   yang meliputi: 
1) Menyusun program dan rencana kegiatan Linmas/ hansip Desa 
2) Melaksanakan Kegiatan Ketentraman dan ketertiban  desa 
3) Melaksanakan kegiatan Pemantauan evaluasi dan  pelaporan 
setiap kali terjadi kejadian perkara 
4) Melaksanakan kegiatan Pemantauan evaluasi dan  pelaporan 
setiap kali terjadi kejadian bencana alam 
5) Melaksanakan kegiatan kelembagaan yang menangani masalah 
ketentraman dan ketertiban di desa(FKPM) 
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 
dan Sekretaris Desa yang sejalan dengan tugas pokoknya 
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Fungsi :  
Menyusun program dan kebijakan pemerintah desa dalam 
rangka pelayanan kepada penyelenggaraan urusan pemerintah 
umum 
1) Penyusunan program dan rencana kegiatan dalam 
rangkapelayanan kepada masyarakat  dalam penyelenggaraan 
urusan keamanan 
2) Penyusunan data dan laporn penyelenggaraan urusan keamanan 
3) Pelaporan , monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan 
keamanan 
4. Visi Dan Misi 
Visi : 
Terciptanya desa Ketitang yang sejahtera lahir dan batin serta 
mampu melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa dalam 
urusan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan dengan baik 
dan tanggung jawab sesuai dengan perarturan perundang – undangan yang 
berlaku. 
Misi :  
a. Terciptanya sistem Pemerintahan yang efektif dan kondusif dalam 
melayani Masyarakat 
b. Terciptanya Pembangunan spiritual dan material 
c. Mengurangi angka kemiskinan 
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d. Menciptakan ketertiban dan keamanan sehingga dapat melaksanakan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan lancar. 
5. Potensi Desa 
a. Pertanian  
Luas tanah di desa Ketitang seluas 609 ha dengan luas yang 
merupakan area persawahan seluas 391 ha. Tanah persawahan tersebut 
terbagi atas milik masyarakat desa Ketitang dan tanah milik 
pemerintah desa. Penduduk desa Ketitang mayoritas bekerja sebagai 
petani dan buruh tani, dimana sawah yang dikelola merupakan sawah 
milik pribadi maupun sawah milik pemerintah desa yang dilelang 
kepada penduduk warga desa Ketitang untuk dikelola selama 3 kali 
panen (1 tahun). Sehingga para petani yang tidak memiliki sawah 
pribadi pun bisa mengelola sawah milik pemerintah desa. Sektor 
pertanian ini merupakan sektor yang paling unggul di desa Ketitang.
3
 
Hasil pertanian yang berupa padi mencapai 180 ton tiap panen, 
selain padi petani juga menanam buah dan sayur-sayuran seperti: 
melon, semangka, kacang panjang, mentimun, tomat. Luas tanah yang 
berupa tegal/kebun di desa Ketitang memiliki luas 41 ha yang 
kebanyakan ditanami jenis palawija seperti: singkong, ketela, kedelai, 
kacang tanah, jagung. 
 
                                                             
3
 Khoiruddin, Sekretaris Desa Ketitang, Wawancara Pibadi, 16 April 2019, jam 10.00-
11.00 WIB. 
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b. Peternakan  
Potensi desa Ketitang selain dari sektor pertanian juga dari sektor 
peternakan, kedua sektor ini memang tidak dapat 
dipisahkan.  Kebanyakan petani di desa Ketitang memiliki hewan 
ternak entah itu sapi maupun kambing.  Untuk memperoleh pakan 
ternak tersebut adalah dari pertanian yang berupa jerami, rumput-
rumput, dan dedaunan. Kotoran hewan ternak tersebut juga 
dimanfaatkan sebagai pupuk kandang untuk sawah maupun tegalan.
4
 
Tak hanya itu, dari sektor peternakan masyarakat di desa Ketitang 
juga ada yang beternak ayam pedaging, ayam petelur, bebek pedaging, 
bebek petelur, dan beternak ikan seperti ikan gurameh, ikan lele, ikan 
nila. 
a. Sumber Daya Manusia 
Berikut adalah Sumber Daya Manusia yang ada di Desa 
Ketitang : 
1) Menurut Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan masayarakat Desa Ketitang  adalah 
sebagai berikut  : 
 
 
 
                                                             
4
 Khoiruddin, Sekretaris Desa Ketitang, Wawancara Pibadi, 16 April 2019, jam 10.00-
11.00 WIB. 
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Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ketitang 
Tidak 
Tamat 
SD / 
Belum 
Sekolah 
SD SMP SLTA 
Diploma/ 
Sarjana 
1.207 1.372 1.927 1.958 518 
Sumber : Data Monografi Desa Ketitang tahun 2018 
2)  Mata Pencaharian 
Desa Ketitang merupakan Desa Pertanian, Perdagangan dan 
Home Industri, maka sebagian besar penduduknya bermata 
pencaharian sebagai petani, pedagang, pengrajin selengkapnya 
sebagai berikut : 
Tabel 3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ketitang 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1 PNS 132 orang 
2 TNI/Polri 25orang 
3 Swasta 1.843 
4 Pedagang 127 orang 
5 Petani 1.675 orang 
6 Tukang 394 orang 
7 Buruh Tani 714 orang 
8 Pensiunan 115 orang 
Sumber : Data Monografi Desa Ketitang tahun 2018 
 
B. Pelaksanaan Muzāra’ah di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali 
Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali terdapat 
banyak lahan pertanian, yang menjadi tempat saling bekerjasama antar 
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masyarakat . Salah satu sistem yang digunakan dalam kerjasama pengelolaan 
lahan pertanian ini yaitu sistem muzāra’ah.  
Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian 
juga praktek muzāra’ah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat 
melaksanakan kerjasama dengan pemilik sawah, baik perawatan, pemanenan 
maupun penjualan hasil panen. 
Di dalam suatu kerjasama pelaksaan akad muzāra’ah ada beberapa 
rukun yang harus dipenuhi, yaitu : 
1. Pemilik Lahan 
Pemilik lahan merupakan orang yang memiliki hak penuh atas 
lahan pertanian atau sawah dan yang menyediakan bibit tanaman. 
2. Penggarap 
Penggarap adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam hal ini 
mengelola dan memanen hasil pertanian. 
3. Lahan yang digarap 
Lahan yang digarap haruslah dalam kondisi yang dapat ditanami 
dan dapat diketahui batas-batasnya. 
4. Akad  
Akad merupakan ungkapan perjanjian tentang segala hal yang 
menyangkut pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan pertanian anata 
pemilik lahan atau sawah dengan petani penggarap yang betujuan untuk 
membuktikan adanya kesepakatan diantara keduanya. 
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Cara melakukan akad diantara keduanya adalah dengan cara 
mengucapkan ijab kabul. Ijab kabul dilaksanakan setelah adanya 
kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama 
pengelolaan lahan pertanian. 
Mengenai bahasa yang digunakan saat ijab kabul adalah sesuai 
dengan keadaan, jika kedua belah pihak mampu berbahasa Indonesia maka 
ijab kabulnya dengan bahasa Indonesia dan jika pihak keduanya mampu 
berbahasa jawa, maka yang dipakai juga bahasa jawa. 
Namun dalam hal melakukan akad di Desa Ketitang Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali ini, akad dilakukan secara lisan (tidak 
tertulis) dan tanpa adanya saksi, atas dasar saling percaya yaitu dengan 
cara pemilik lahan menemui petani penggarap dan mengatakan ingin 
lahannya digarap, akad itu sudah dianggap sah meskipun tanpa ada 
perjanjian tertulis.
5
 
Adapun proses pelaksanaan muzāra’ah atau kerjasama pengelolaan 
lahan pertanian ini yaitu pada umumnya pemilik lahan mencari orang yang 
dipercaya untuk mengelola dan menggarap lahan miliknya. Akan tetapi, 
hal yang terpenting dari kerjasama tersebut adalah kesepakatan antara 
keduanya, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya dan bibit yang 
akan ditanam kepada petani penggarap untuk dikelola dan dirawat, 
                                                             
5
 Ngadimin, Petani Penggarap, Wawancara Pibadi, 4 Maret 2019, jam 13.00-14.00 WIB. 
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kemudian hasil yang diperoleh dari pertanian tersebut dibagi sesuai 
kesepakatan sebelumnya.
6
 
Setelah terjadi kesepakatan antara pemilik tanah dan petani 
penggarap, maka pada saat itu juga petani penggarap memiliki tanggung 
jawab untuk merawat, mengelola dan menjual hasil panen. Sedangkan 
pemilik tanah sudah menyerahkan sepenuhnya kepada petani penggarap 
untuk merawat dan mengelola hingga sawah tersebut panen dan dijual oleh 
penggarap. Dan apabila sawah tersebut telah memperoleh hasil panen, 
maka sebagian dari hasil penjualan panen dipotong untuk biaya-biaya 
perawatan seperti pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya yang kemudian 
hasil bersihnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.Untuk jangka 
waktu penggarapan yaitu kurang lebih 4 bulan sampai padi siap panen.  
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemilik tanah dan petani 
penggarap diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan yang 
menyebabkan kerjasama muzāra’ah ini yaitu menurut ibu Tuminem selaku 
pemilik tanah menjelaskan bahwa alasan menyerahkan sawahnya untuk 
digarap orang lain yaitu karena usianya yang sudah tua sehingga tidak 
mampu untuk mengerjakannnya sendiri .
7
 
Menurut ibu Suranti bahwa alasan menyerahkan sawahnya untuk 
dikerjakan orang lain yaitu karena letak sawahnya jauh dari tempat 
                                                             
6
 Wanto, Petani Penggarap, Wawancara Pibadi, 20 Maret  2019, jam 12.00-13.00 WIB. 
7
 Tuminem, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 14 Maret 2019, jam 11.00-12.00 WIB. 
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tinggalnya, sehingga ibu Suranti menyerahkan lahan dan tanamannya 
kepada petani penggarap.
8
 
Alasan ibu Ngadiyem menggarapkan sawahnya kepada petani 
penggarap yaitu karena keterbatasan kemampuan untuk mengelola sawah 
dan usia nya yang sudah tua. Perjanjian kerjasama ini dilakukan secara 
lisan dengan unsur kepercayaan.
9
 
Selain beberapa alasan pemilik tanah di atas, para petani penggarap 
juga memiliki alasan untuk melakukan kerjasama tersebut, yaitu:
10
 
a. Petani penggarap tidak mempunyai lahan untuk dikelola, walaupun 
mereka mempunyai keahlian dalam bidang pertanian, sehingga mereka 
melaksanakan kerjasama dengan pemilik tanah untuk dikelola dan 
dirawat. 
b. Petani penggarap hanya memiliki sedikit lahan, sehingga mereka 
melaksanakan kerjasama peggarapan sawah untuk menambah 
penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 
c. Selain itu, petani penggarap melakukan kerjasama dalam penggarapan 
sawah dikarenakan untuk membantu antar sesama, khususnya bagi 
pemilik lahan akan tetapi tidak memiliki waktu dan keahlian untuk 
merawat dan mengelola sawah milknya, sehingga petani penggarap 
membantu menggrapkannya dengan imbalan bagi hasil panen tersebut.  
                                                             
8
 Suranti, Pemilik Lahan, Wawancara Pibadi, 14 Maret  2019, jam 13.00-14.00 WIB. 
9
 Ngadiyem, Pemilik Lahan, Wawancara Pibadi, 14 Maret  2019, jam 15.00-16.00 WIB. 
10
 Darto, Petani Penggarap, Wawancara Pibadi, 4 Maret 2019, jam 14.30-16.00 WIB. 
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Sistem bagi hasil dalam kerjasama penggrapan sawah ini merupakan 
peluang bisnis atau alternartif yang dapat  diusahakan petani untuk 
keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
Bedasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, diperoleh 
dari suatu data bahwa dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil 
penggarapan sawah antara pemilik tanah dan petani penggarap, hanya di 
dasari unsur tolong-menolong. Unsur kepercayaan ini lebih terlihat dari 
pemilik sawah yang tidak terlalu mengawasi petani penggarap dalam 
mengelola dan merawat sawah karena sudah percaya kepada petani 
penggarap jika sawahnya dikelola dan dirawat dengan baik. Mekanisme 
pembagian hasil panen yaitu berdasarkan kesepakatan awal, dan pada 
umumnya bagi hasil ini dibagi dua yang bisa berupa uang maupun hasil 
dari panen tersebut. Jangka waktu kerjasama penggarapan sawah ini 
biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan sampai padi siap 
panen. 
Jika ada kerugian yang bertanggung jawab yaitu pemilik tanah, 
tetapi jika kerugian itu dilakukan dengan unsur kesengajaan, seperti petani 
penggarap melakukan kecurangan maka yang bertanggung jawab petani 
penggarap.
11
 
 
 
                                                             
11
 Wanto, Petani Penggarap, Wawancara Pibadi, 20 Maret  2019, jam 12.00-13.00 WIB. 
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C. Proses Bagi Hasil Sistem Muzāra’ah di Desa Ketitang Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali 
Terjadinya bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah dilakukan 
setelah padi dipanen dan terjual. Pada saat proses tawar menawar harga padi 
antara petani penggarap dengan penebas, kemudian petani penggarap 
memberitahu kepada pemilik sawah bahwa tanaman padi sudah ditawar oleh 
penebas. Kemudian setelah pemilik sawah menyatakan persetujuannya maka 
petani penggarap menyampaikan kepada penebas.
12
 
Namun hal ini karena perjanjian hanya dilakukan secara lisan dan tidak 
ada saksi, maka dengan mudahnya salah satu pihak melakukan ingkar janji 
(wanprestasi) seperti hal nya yang terjadi di Desa Ketitang Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali ini petani penggarap tidak amanah dan 
melakukan penyimpangan kepada pemilik lahan terhadap kesepakatan di awal. 
Petani penggarap secara sepihak mengingkari janji dengan mengubah 
kesepakatan yang awalnya bagi hasil 25% untuk penggarap dan 75% untuk 
pemilik lahan karena pemilik lahan yang menyediakan bibit dan menanggung 
biaya opersional. Setelah padi laku terjual dan uang sudah diberikan penebas 
kepada petani penggarap, maka petani penggarap menemui pemilik sawah 
untuk melakukan pembagian hasil tananam padi tersebut. Disaat proses 
pembagian hasil petani penggarap memberikan bagian kepada pemilik lahan 
hanya 50% dari hasil panen padi dengan alasan petani penggarap ingin 
mendapatkan hasil yang sama dengan pemilik lahan karena ia yang sudah 
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 Ngadimin, Petani Penggarap, Wawancara Pibadi, 5 April 2019, jam 14.00-15.00 WIB. 
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mengelola lahannya sampai berhasil panen. Sehingga atas kejadian ini 
menimbulkan perselisihan terhadap dua pihak yang saling bekerjasama ini 
karena pemilik lahan tidak terima atas perubahan kesepakatan yang dilakukan 
oleh petani penggarap. Pemilik lahan merasa telah mengeluarkan uang banyak 
tetapi mendapatkan hasil sama rata dengan petani penggarap, sehingga tidak 
seimbang dengan apa yang telah dikeluarkan.  
 
 1 
 
BAB IV 
ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  TERHADAP 
PELAKSANAAN AKAD MUZĀRA’AH  
 
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Muzāra’ah di Desa Ketitang 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 
Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya yang menguraikan 
mengenai syarat-syarat orang yang melakukan akad, dalam hal ini adalah 
pemilik sawah dan petani penggarap. Berdasarkan data yang diperoleh di 
lapangan bahwa pemilik sawah dan petani penggarap yang berakad dalam 
melakukan kerjasama muzāra‟ah  ini telah memenuhi persyaratan sesuai 
dengan hukum Islam yaitu bahwa kedua belah pihak adalah orang yang 
berakal sehat. 
Syarat lain yang perlu diperhatikan dalam kerjasama muzāra‟ah ini 
yaitu yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyariatkan penentuan jenis benih 
yang ditanam. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa pemilik 
sawah dan petani penggarap telah sepakat dalam menentukan jenis benih yang 
akan ditanam. Dalam hal ini syarat tersebut sudah terpenuhi. 
Selain kedua syarat diatas tanah atau sawah juga menjadi syarat dalam 
kerjasama penggarapan sawah ini, yaitu tanah harus dapat ditanami. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa tanah yang digunakan 
dalam kerjasama ini dapat ditanami.  
Disamping itu, pemilik sawah dan petani penggarap memperoleh 
bagian dari hasilnya karena masing-masing dari keduanya ikut membantu 
dalam proses penggarapan sawah tersebut, kerjasama muzāra‟ah ini 
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diperbolehkan dalam hukum Islam karena ketentuan hasil yang diperoleh dari 
usaha masing-masing pihak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam 
surat At-Taubah ayat 4 : 
 اوُزِهبَُظي َْملَو ًبئْيَش ْمُكىُُصقْىَي َْمل اُمث َهيِكِزْشُمْلا َهِم ُْمتْدَهبَع َهيِذالا الَِّإ
 اى ُِّمَتأَف ًادََحأ ْمُكْيَلَع ِهْيَلِإ ْمِِهتادُم َٰىلِإ ْمَُهدْهَع ْم  ۚ  اِنإ  َ االلّ  ُّبُِحي  َهيِقاتُمْلا  
Artinya:  
 “Kecuali orang-orang yang musyrikin yang kamu telah mengadakan 
perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu 
pun(darinisi perpanjian mu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang 
yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai 
batas waktunya”1 
 
Selain itu para pihak, baik pemilik lahan maupun petani penggarap 
dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang pertanian, juga sudah 
mummayiz sehingga segala perbuatannya dapat dipertnggungjawabkan secara 
hukum. 
Tanah pertanian yang merupakan sumber sebagian besar mata 
pencaharian utama bagi sebagian masyarakat di Dukuh Ringinrejo Desa 
Ketitang ini, maka untuk para pemilik lahan yang tidak bisa mengelola 
lahannya sendiri akan digarap oleh petani penggarap. 
Dari hal tersebut para pihak saling membutuhkan yakni pemilik lahan 
dan petani penggarap. Sebagian besar masyarakat di Dukuh Ringinrejo Desa 
Ketitang mempunyai lahan yang luas dan subur, akan tetapi ada yang tidak 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, hlm.78. 
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mempunyai keahlian maupun waktu untuk mengelola lahan tersebut. Maka 
terjadilah kerjasama penggarapan sawah.  
Secara bahasa muzāra‟ah berasal dari kata zara‟a, yang artinya 
menaburkan benih ditanah.
2
 Dalam hal ini artinya satu pihak menaburkan 
benih atau dalam ini menggarap sawah, sedangkan satu pihak yang lain 
menyediakan lahan atau sawah yang akan digarap. 
Begitu pula dalam kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan di 
Dukuh Ringinrejo Desa Ketitang  Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, 
para pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan 
kerjasama yang mereka sepakati bersama. 
Dalam pelaksanaan pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil 
prakteknya sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan diikuti oleh para 
sahabat, tanpa seorangpun dari mereka yang melarangnya, sebagaimana hadis 
Nabi SAW yang berbunyi : 
 دبع هع الله يضر زمع هب اللههعهبم  : ّنأ  يبّىلا ىلص الله یلعه و 
ملس لمبع زبيخ زطشب بم جزخي  همها  هم  زمث  وأ  عرس    ,نبكف  
يطعي  جاوسأه  ةئبم  قسو    ,هيوبمث  قسو  زمت  هيزشعو قسو 
يعشز    
Artinya: 
“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra: Nabi SAW menandatangani 
perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan 
ituyang berupa sayuran dari buah-buahan, akan menjadi baguan mereka. Nabi 
SAW memberi isteri-isterinya masing-masing 100 wasq, yaitu 80 wasq kurma 
dan 20 wasq gandum (Bukhari)”3 
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 Rahmad Syafii, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.205 
3
 Imam Bukhari, al-jami‟ al-Musnad al-shahih, (Beirul : Darul Fikr), hlm.447. 
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Dari hadis tersebut diatas dapat dipahami bahwa penggarapn sawah 
dengan sistem bagi hasil dibolehkan oleh syari’at Islam, atas dasar tersebut 
maka masyarakat Desa Ketitang mengadakan kerjasama penggarapan sawah 
dengan sistem muzāra‟ah. Muzāra‟ah adalah menyerahkan lahan kepada orang 
yang akan menggarapnya atau menyerahkan lahan dan benihnya kepada orang 
ang akan menggarap dan mengurusnya dengan syarat si penggarap 
memperoleh hasilnya seperti separuh ataupun seperempat. Dengan ketentuan 
apabila penggarap memperoleh hasil separuh maka syarat penggarap 
menanggung semua biaya dalam penggarapan sawah dan pemilik lahan hanya 
menyediakan lahan. Namun, jika penggarap hanya memperoleh hasil 
seperempat dari hasil penggarapan sawah maka pemilik lahan yang 
mnanggung semua biaya dalam penggarapan sawah tersebut. 
Muzāra‟ah merupakan suatu kerjasama dalam penggrapan sawah antara 
pemilik sawah dengan petani penggarap, kerjasama dianggap terjadi dan sah 
dengan dimulai berlakunya hukum apabila kedua belah pihak menyetujui 
melakukan kerjasama ini. Dalam hukum Islam semua kerjasama penggarapan 
sawah atau muzāra‟ah harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Rukun 
muzāra‟ah adalah tanah, perbuatan pekerjaan, modal, dan alat-alat untuk 
menanam, sebab muzāra‟ah adalah suatu kerjasama penggarapan sawah. 
Hal ini juga berlaku dalam kerjasma penggarapan sawah di Dukuh 
Ringinrejo Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yang isi 
dari kerjasama ini disepakati oleh pemilik sawah dan petani penggarap. Akibat 
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hukum dari kerjasama tersebut adalah masing-masing pihak memiliki hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi. 
Dari data tersebut, maka kerjasama peggarapan sawah pada garis 
besarnya dapat dianalisis dari akad muzāra‟ah yang dianggap sah apabila 
rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu: 
1. Aqid, yaitu adanya pihak pemilik sawah dan petani penggarap 
Dalam hal ini, pihak pemilik sawah adalah orang yang menyediakan 
lahan pertanian atau sawah (Ibu Tuminem, Ibu Suranti dan Ibu 
Ngadiyem), sedangkan petani penggarap adalah orang-orang yang 
menggarap lahan pertanian atau sawah (Bapak Darto, Bapak Ngadimin 
dan Bapak Wanto). Kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat, 
yakni harus berakal dengan kata lain para pihak dapat melakukan 
kerjasama, manusia dipandang mempunyai akal untuk membedakan hal-
hal yang baik dan buruk. 
2. Ma‟qud „alaih (objek akad yaitu manfaat tanah dan pekerjaan) 
Dalam hal ini objek akad adalah lahan pertanian atau sawah. Lahan 
pertanian atau sawah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu tanah 
tersebut dapat ditanami dengan kata lain lahan pertanian atau sawah harus 
dalam kondisi dapat ditanami selama sawah tersebut dijadikan objek akad.  
Syarat yang lain selain tanah tersebut dapat ditanami yakni tanah 
tersebut dapat diketahui batas-batasnya dengan kata lain batas-batas dari 
lahan pertanian atau sawah tersebut jelas. 
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3. Ijab qabul 
Maksud dari ijab qabul adalah suatu proses terjadinya akad antara 
pemilik sawah dengan petani penggarap. Kedua belah pihak harus rela 
dalam melakukan ijab qabul tanpa adanya suatu paksaan. 
4. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman (bagi hasil) 
Bagi hasil akan dilakukan setelah hasilnya terkumpul semua. Dalam 
bagi hasil ada beberapa syarat, antara lain:
4
 
a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (presentasenya) 
ketika akad; 
b. Hasil adalah milik bersama; 
c. Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang 
sama; 
d. Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui; dan 
e. Tidak di syaratkan bagi salah satunya penambahan ma’lum. 
Dari kenyataan yang ada bahwa garis besarnya bila dianalisis, maka 
kerjasama dengan sistem muzāra‟ah yang telah dilakukan oleh masyarakat 
Dukuh Ringinrejo Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali 
ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat muzāra‟ah. Selain itu, menurut QS. 
At-Taubah ayat 4 dan hadis Nabi SAW., kejasama dalam sistem penggarapan 
sawah yang ada di Dukuh Ringinrejo Desa Ketitang Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali ini diperbolehkan. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.158-159. 
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B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan 
Akad Muzāra’ah di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten 
Boyolali 
Untuk memberikan analisis terhadap pelaksanaan akad muzāra‟ah di 
Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Peneliti menganalisa 
pelaksanaan akad muzāra‟ah yang dijelaskan sebelumnya terhadap teori yang 
telah dipaparkan pada bab II. 
Muzāra‟ah yaitu kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dan 
penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan 
bersama, sedangkan benih (bibit) berasal dari pemilik tanah. 
Untuk memenuhi kebolehan dalam melaksanakan akad muzāra‟ah harus 
memenuhi beberapa rukun dan syarat muzāra‟ah. Adapun syarat-syarat penting 
dalam melaksanakan akad muzāra‟ah adalah sebagai berikut : 
1. Rukun Muzāra‟ah 
Muzāra‟ah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan 
syarat akad yang telah ditetapkan syara‟ sebagaimana akad pada 
umumnya. Pada pelaksanaan akad muzāra‟ah di sini sudah memenuhi 
rukun-rukun yang telah ditetapkan syara’ dan KHES yang telah 
dijelaskan dalam pasal 255 yaitu:
5
 
a. Pemilik lahan, dalam hal ini pihak pemilik lahan (Ibu Tuminem, 
Ibu Suranti dan Ibu Ngadiyem) adalah orang yang menyediakan 
lahan pertanian atau sawah. 
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 Pasal 255 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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b. Penggarap, dalam hal ini penggarap (Bapak Darto, Bapak 
Ngadimin dan Bapak Wanto) merupakan orang yang mengelola 
lahan tersebut setelah pemilik lahan menyerahkan semuanya 
kepada penggarap untuk bertanggungjawab atas pengelolaan lahan 
sampai hasil panen terjual. 
c. Lahan yang digarap, yaitu berupa sawah di Desa Ketitang 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali  yang dapat ditanami. 
d. Akad, dalam melakukan akad para pihak di Desa Ketitang 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali ini melakukan dengan 
secara lisan (tidak tertulis) tanpa adanya saksi karena kerjasama ini 
menerapkan unsur kepercayaan terhadap kedua belah pihak.  
Ketika melakukan akad pemilik lahan juga menyatakan 
jenis benih yang diserahkan kepada penggarap karena dalam akad 
muzāra‟ah ini benih (bibit) disediakan oleh pemilik tanah sehingga 
penggarap mengetahui jenis benih apa yang akan dipakai. 
Hal ini sudah sesuai dengan isi KHES bab muzāra‟ah pasal 259 
ayat (2) :
6
 “Jenis benih yang akan ditanam dalam muzāra’ah 
terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui 
penggarap”. 
 Dalam melakukan akad pemilik dan penggarap juga 
melakukan kesepakatan atas bagi hasil yang akan diterima oleh 
masig-masing pihak ketika hasil panen sudah ada yaitu dengan 
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 Pasal 259 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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kesepakatan 75% untuk pemilik tanah dan 25% untuk penggarap. 
Hal tersebut juga sudah sesuai dengan isi KHES bab muzāra‟ah 
pasal 261 yaitu:
7
 
 “Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan 
mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh 
masing-masing pihak”. 
2. Bagi Hasil  
Bagi hasil merupakan kesepakatan anatara kedua belah pihak yaitu 
pemilik tanah dan penggarap tanah, atas dasar sukarela dan bukan 
paksaan. Proses bagi hasil muzāra‟ah di Desa Ketitang Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali merupakan prosedur perjanjian 
kerjasama yang dibuat tidak tertulis ini sehingga dengan mudah terjadi 
penyimpangan yang dilakukan oleh petani penggarap yaitu petani 
penggarap tidak amanah terhadap hasil yang harus diterima sehingga 
mengingkari perjanjian terhadap kesepakatan yang telah dilakukan 
bersama pemilik lahan.  
Dari peristiwa tersebut timbul masalah antara pemilik lahan dan 
petani penggarap  yang dapat membatalkan akad kerjasama muzāra‟ah 
yaitu pemilik lahan hanya menerima hasil 50% dari penggarap 
sedangkan hasil yang seharusnya diterima 75%. Dari hal tersebut 
menimbulkan ketidakadilan terhadap pemilik lahan yang merasa 
dirugikan karena pemilik lahan selaku yang memiliki lahan sekaligus 
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 Pasal 261 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  
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menyiapkan bibit tanaman dan membiayai seluruh biaya perawatan 
seperti pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya. Dari permasalahan 
terebut sesuai dengan isi  KHES bab Muzāra‟ah pasal 262 ayat (1):8 
 “Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzāra‟ah, 
dapat mengakibatkan batalnya akad itu. 
Dari hasil analisis penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa pelaksanaan akad muzāra‟ah di Desa Ketitang Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES) akad tersebut batal karena pihak petani 
penggarap melakukan penyimpangan terhadap bagi hasil yang telah 
disepakati bersama pemilik lahan. 
                                                             
8
 Pasal 262 Komilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
 70 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan 
akad muzāra’ah di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 
dalam pandangan Ekonomi Islam. Pada bab sebelumnya dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan petani 
penggarap di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 
ini menggunakan sistem muzāra’ah yang akad/perjanjiannya dilakukan 
secara lisan atau tidak tertulis dan penggarapannya pun tidak diawasi 
langsung oleh pemilik lahan. Bagi hasilnya dibagi sesuai dengan 
ksepakatan antara pemilik dan petani penggarap di waktu akad. Dalam 
pelaksanaan bagi hasil petani penggarap melakukan penyimpangan 
yang dilakukan terhadap pemilik sawah. 
2. Dari tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap 
kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Ketitang 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali secara garis besar rukunnya 
sudah terpenuhi yaitu adanya pemilik lahan, penggarap, lahan yang 
digarap dan adanya akad. Namun pada pelaksanaannya terdapat  
penyimpangan yang dilakukan oleh petani penggarap yaitu ingkar janji 
(wanprestasi) dalam proses bagi hasil.  Petani penggarap tidak amanah 
terhadap bagi hasil panen. Sehingga pembagian hasil yang diterima 
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pemilik sawah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dengan 
permasalahan tersebut mengakibatkan akad tersebut menjadi batal 
sehingga pelaksanaan akad muzāra’ah tersebut menjadi tidak sah. 
 
B. Saran  
1. Untuk para petani di Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten 
Boyolali khususnya agar dalam melaksanakan akad `muzāra’ah, 
seharusnya dalam melakukan akad (perjanjian) hendaklah disertai 
bukti tertulis, atau dalam membuat pejanjian (akad muzāra’ah) 
dilaksanakan untuk menghindari penyimpangan yang menimbulkan 
perselisihan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. 
2. Kepada masyarakat apabila melakukan kerjasama pertanian hendaklah 
transparansi dalam pembagian hasil, apa-apa saja yang menjadi tugas 
petani dan pemilik lahan, kemudian sebagai petani yang menggarap 
lahan yang bukan miliknya hendaklah memiliki sifat amanah, menepati 
janji dan menghormati apa yang menjadi hak orang lain. 
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18. Bagaimana cara pembagiannya? 
19. Berapakah bagi hasil yang bapak terima? 
20. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut 
adat istiadat? 
21. Pernahkah terjadi perselisihan selama bekerjasama dengan petani 
penggarap? 
22. Mengapa bisa terjadi perselisihan tersebut? 
23. Bagaimana sikap bapak terhadap petani penggarap yang melakukan 
penyimpangan tersebut? 
24. Bagaimana cara bapak menyelesaikan perselisihan tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA PENGGARAP SAWAH 
1. Siapa nama lengkap bapak? 
2. Berapa usia bapak sekarang? 
3. Apa agama bapak? 
4. Apa pekerjaan bapak? 
5. Dimana alamat rumah bapak? 
6. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai petani penggarap?  
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17. Kapan pembagian hasil dilakukan? 
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19. Berapakah bagi hasil yang bapak terima? 
20. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut 
adat istiadat? 
21. Pernahkah terjadi perselisihan selama bekerjasama dengan pemilik sawah? 
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